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-~ I Pihak Kedua,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transperan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasll, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si

Jabatan - KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AL MUKTABAR

Jabatan . Pj. GUBERNUR BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinera dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januan 2024
Pihak Pertama,

Fi

AL MUKTABAR




SATUAN KERJA :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DPA TA-2024
NO__SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERIA | SATUAN TARGET

1 | Meningkatnya Capaian SAKIP (Sistem Nilai 70-80
Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Instansi Pemerintah)

Pemerintahan Perangkat Daerah

2 | Menurunnya Tingkat Rasio Koordinasi Penegakan | Persen 100

Kriminalitas dan Peraturan Perundang-
Ketertiban Umum (melalui undangan Daerah ‘
pemenuhan SPM

trantibumlinmas) .

3 | Meningkatrya Rasio Koordinasi Persen 100 |
Penanganan Bencana Penanganan Bencana |
Kebakaran Kebakaran 8

3 SASARAN INTERNAL B

1 | Terwujudnya Persentase Ketercapaian Persen 100
Implementasi Reformasi | Pelaksanaan RB berdampak '
Birokrasi Berdampak di sesual dengan fokus !
Pemerintah Provinsi masing-masing Perangkat

| Banten Daerah
Persentase Penyerapan Persen 95 |
L Anggaran



PENDAPATAN DAERAH

| KODE

URAIAN ANGGARAN |
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) l 0
BELANJA DAERAH
_KODE | URUSAN/PROGRAM ANGGARAN
1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 46.333.243.670
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 | PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN 39.958,923.350
L DAERAH PROVINSI
1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 4.405.608.400
KETERTIBAN UMUM _
1.C5.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 1.968,711.920
] PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
JUMLAH BELANJA 46.333.243.670
_ Pj. GUBERNUR BANTEN, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
@ P

~ AL MUKTABAR

NIP. 19710805 199101 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - MASSAPUTRO DELLY,TP,S.S0s.M.Si
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. AGUS SUPRIYADI,S.Sos.M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

ADI S.S05.M.5i
108051991011001




SATUAN KERJA :

Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DPA TA-2024
Sasaran Programdan | Indikator Kinerja (Program [ ]
"o Kegiatan dan Kegiatan) Satuan Target
| P F 4 5
Sasaran Program ; Persentase ketercapaian
Capaian SAKIP (Sistem Dari Seluruh Kegiatan
Akuntabilitas Kinerja pada Program Penunjang
A Intansi Pemerintah) Urusan Pemerintahan Persen $0

Perangkat Daerah Daerah Provinsi

| Sasaran Kegiatan : Persentase Tersususnnya
Tersusunnya Dokumen Dokumen Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, | Penganggaran dan Evaluasi Persen 100
dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

| Sasaran Kegiatan: Persentase Ketercapaian
Terlaksananya Administrasi | Administrasi Keuangan Persen 100
Keuangan Perangkat Daerah | Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan: - Persentase Ketercapaian
Terlaksananya Administrasi | Administrasi Kepegawaian Persen 100
Kepegawaian Daerah Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan; Persentase Ketercapaian
Terlaksananya Administrasi | Agministrasi Umum Perangkat Persen 100
Umum Perangkal Daerah Daerah

| Sasaran Kegiatan: ,
Persentase Ketercapaian Persentase Ketercapaian
Pengadaan Earang Milik Pt':‘ﬁgaf:laan EEI’EI’EQ Milik E')HETEI{'I Persen 100
Daerah Penuniang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah Daerah
Sasaran Keglatan: Persentase Ketercapaian Laporan
Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan s 100
Laporan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah B
Sasaran Kegiatan: Persentase Ketercapaian Laporan
Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik
Laporan Pemellharaan Daerah Penunjang Urusan irean 100

_BELANJA =
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN| ANGGARAN
- / SUB KEGIATAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
| DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN 39.958.923.350
' DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 153,088,800
Perangkat Daerah ki




1.05.01.1.01.0001

Plerusunan Dokumen Perencanaan Perangkst Daerah

44.683.200

P,QS,m-l.m.nuu; Koordinas! dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10,000,000
1.05.01.1.01.0003 foordinasi dan Penyusunan Dokumean Perubzhan RKA-SKPD 10,000,000
1.05.01,1,01,0004  Koordinasl dan Penyusunan DPA-SKPD ] 10,000,000
| 1.05.01.1.01,0005 rdinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 10,000,000
1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capatan Kinerja dan Ikhtlsar 61.005.600
Realisasi Kinerja SKPD ]
1.05.01.1.01.0007 !Evsﬂuasl Kinerfa Perangkat Daerah 7.400.000
1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.719.711.650
1.05.01.1.02.0001 Perryediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Prafa) 24,124.314.650
| 1.05.01.1.02.0002 E“-’-’“'}";d"aaﬂ Administras! Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan Polisl Famcng 360.000.000
. i i
1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausanaan dan Pengujlan/Verifikasi Keuangan SKPD B.000.000
1.05.01.1.02.0004 Eﬂnn;-ilﬁsi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD {Satuan Polisi Pamong 8,000,000
raja I
1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhkir Tahun SKPD 4,357.000
1.05.0L.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan {Satuan #.000.000
Polisi Pamiong Praja)
1.05.01.1.02.0007 sordinasi dan pen nan Laporan 3.800.000
ﬂ?gawﬂuhn&m riwulanan/Semesteran SKPD (Satuan Polisi pamang
1.05.01.1.02.0008 yusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 3.200.0000
nggaran( Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 910.520.000
1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapanriva 766.437.000
1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatinan Pegawal Bardasarkan Tugas dan Fungs! 144.083.000
1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.189,876.000
1.05.01.1.06.0003  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 150.000.000
1.05,01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 200.000.000
1.05.01.1.06.0009  Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD 800.000.000
1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksansan Sistemn Pemerintahan Berbasis Elektronik 39.876.000
pada SKFD
1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 523.098.000
Pemerintah Daerah
1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 523.088.000
| 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.062.628.900
1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Urmum Kantor 11.062.62E.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1.05.01.1.09 At h 1.400.000.000
Penyediaan Jasa Pemelinaraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Parizinan
1.05.01.1.09.0002 IKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Satuan Polls! Pamong 1.300.000.000
Fraja)
1.03.01.1.09.0006  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Satuan Polisi Pamong 100.000.000
| Praja) __
Serang, Januari 2024

108051991011001

NIP. 1974050419913021001







PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PAUNDRA BAYYU AJIE AP,M.Si

Jabatan . KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. AGUS SUPRIYADI, S.So0s.M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

PRIYADI,S.Sos.M

M. PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si
7108051991011001 NIP. 197609231994121001



SATUAN KERJA :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DPA TA-2024
" w. | Sasaran Program dan Indikator Kinerja |
il Kegiatan | (Program dan Kegiatan) | S°Man | Target
1 2 3 | E 5
_ Z__ - |
Sasaran Program : Cakupan Pelayanan
Rasio Koordinasi Ketenteraman, Ketertiban
1 Penegakan Peraturan Umum Daerah Provinsi Persen 100
Perundang-Undangan
Daerah | |
Sasaran Kegiatan : Rasio Ketercapaian
Terlaksananya Penanganan Penanganan Gangguan |
Gangguan Ketenteraman dan | Ketenteraman dan Ketertiban |
Ketertiban Umum Lintas Umum Lintas Daerah | Persen 100
Daerah Kabupaten/Kota dalam | Kabupaten/Kota dalam 1
1 (Satu) Daerah Provinsi (Satu) Daerah Provinsi
BELAMIA
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / ANGGARAN
KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
" SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT -
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
A0B.02 DAN KETERTIBAN UMUM “HA00
Penganan Gangguan Ketenteraman dan
1.05.02.1.0001 | Ketertiban Umum Lintas Daerah 2.643.454.400
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam teknil
1.05.02.1.01.0005 Pencegahan Kejahatan 10.000.000
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman :
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan
1.05.02.1.01.0010 | mMasyarakat 100.000.000
Pembentukan Tim Penilai Angka Krodit dan Sekertariat
1.05.02.1.01.0011 Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP 10.000.000
1.05.02.1.01.0012 | Pembentukan Satgas linmas Tingkat Provinsi 10.000.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1.05.02.1.01.0013 Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan 182.841.000
Masyarakat
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman,Ketertibar Umum 50.000.000 I
1.05.02.1.01.0014 | dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi e
Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak
lﬂE.DZ.l.ﬂl .ﬂﬂlﬁ p’e”egakan pEI"Eh.II'EI"I Dmh ﬁan Pe‘fﬂturﬁn Kapaia Dﬂemh 15-3&[}.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalarm Rangka
1.5.2.1.01.0016 | Ketenteraman dan Ketertiban Uimum $03.513.400
[ o Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum 702.000.000 |
‘ AR 1.01 NS dan Perlindungan Masyarakat Melalul Deteksi Dini dan




Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan dan Pengawalan

1.05.02.1.01.0018

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja

Melalui pefatihan Teknls termasuk dalam pelaksanaan tugas
yang bermuansa Hak Asasi Manusia n

100.000.000

1.05.02.1.01.0019

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan
Perda dan Perkada Melalul Penerbitan dan Penaganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1.050.000.000

Pihak Kedua,

serang, 10 Januari 2024

LS.

PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si

NIP. 197408051991011001 NIP. 197609231994121001







N

PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE SYARIEF HIDAYATULLAH,S.STP.MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. AGUS SUPRIYADI,S.So0s.M.Si

Jabatan * KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

97108051991011001 NIP




SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DPA TA-2024

| Sasaran Program dan Indikator Kinerja | o | |
No . Satu
Kegiatan \ (Program dan Kegiatan) | i Target
I - = 3 = A 5'_|
| Sasaran Program : Persentase Penegakan |
& Perda dan Perkada
| Rasio Koordinasi PO | | |
| Penegakan Peraturan | |
1 Perundang-Undangan | Persen ‘ 100
| Daerah |
" Sasaran Kegiatan Rasio Ketercapaian ' an
akan h Provinsl
‘Terlaksananya Penegakan Z::?Er am:g:%?.rl " rn |
| Peraturan Daerah Provinsi dan Persen 100
| Peraturan Gubernur |
[ | g - (SN
BELANIA
| = — S _.l
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM J ANGGARAN
KEGIATAN -
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR |
1.05 RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEI'EHTE’RAMM 1.036.500.000
AN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN
MASYARAKAT :
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 1.036.500.000
RTIBANUMUM |
1.05.02.1.02 negakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 1.036.500.000
j ubernur
1.05,02.1.02.0001 +slalisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 250.000.000
1.05.02.1.02.0002 [Pengawasan Atas Kepatuhen Terhadap Pelaksanzan Peraturan 200.000.000°
) Dagrah dan Peraturan Gubernur
1.05.02.1.02.0003 |Pemanganan atas Feianugaran Paraturan Daerah dan Peraturan 286.500.000
GuDermur
1.05.02.1.02.0005 Penyelidikan terhadap Dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan 70.000.000
~ [Peraturan Gubernur
1.05.02.1.02.0006 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 50.000.000
_ Gubernur
1,05.02.1.02.0007  Dukungan Peiaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah 40.000.000
1.05.02.1.02.0008 [Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah 100.000.000
dan Peraturan Gubernur : |
1.05.02.1.02.0008 Pemberkasan Administrasi Penyidikan cleh PPNS Penegka Peraturan 40.000.000
Diasrah

NIP,A97108051991011001

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

E YATU

Pihak Pertama,

NIP. 19770607199121001






PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yeng bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSTANTINA,ST.M.Si
Jabatan . KEPALA BIDANG PPNS PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI EANTEN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama . Dr. AGUS SUPRIYADI,S.S05.M.5i
Jabatan . KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

o

-

.M KU N
108051991011001 NIP. 197208311998032006




SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DPA TA-2024
| Indikator Kinerja |
|_ No || saﬂmé'ﬂ';';:g;:m dan | (Program dan | Satuan Target |
1E Dl . Kegiatan)
1 2 | 3 i 5
Sasaran Program : Cakupan ‘ .
Rasio Koordinasi pengembangan PPNS |
| | Penegakan Peraturan dan Pemberkasan Hasil |
1 | Perundang-Undangan Penyelidikan dalam Persen 100
Daerah Rangka Mendukung !
. Penyelenggaraan |
8 . | Trantibum | I |
| ' Sasaran Kegiatan : Persenlase Laporan I
. Terlaksananya Penyelenggaraan Persen 100
Pembinaan Penyidik | P;g;‘”ﬂ' Plenert:Slp | |
| | Pegawai Negeri Sipil | (PPNS) Provins!
(PPNS) Provinsi
BELANJA —
[KDDE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / ANGGARAN
| KEGIATAN R
4 lURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
’ DENGAN PELAYANAN DASAR
|unusnn PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN | ___ .., 000
1.05 DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN *
MASYARAKAT =
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
_EUS. IE RTIBANUMUM 725.654.000
1.05.02,1.03 rem binaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 725.654.000
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Satuan Polisi
1,05.02.1.03.0001lpamong Praf) zm.ﬂnu‘nool
1.05.02.1,03.0003 Pembentukan Sekertariat PPNS 3n.nnu.uuo‘
1.05.02.1.03.0004 r<erja3ama Amtar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan 40.000.000
Penegakan Peraturan Daerah
1.05.02.1.03.0005 ’Duhmgar*. Operasional Sekertariat PPNS 370.654.00
1.05.02.1.03.0006 lfer'nl:lenh.mkah PPNS Penegak Peraturan Daerah 85.000.000

NIP. 1

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
M.Si NA, ST.M.5i
108051991011001 NIP. 197208311998032006






PERJANJIIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. LUTFI MUJAHIDIN.M.Si

Jabatan . KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. AGUS SUPRIYADIL,S.Sos. M.Si
Jabatan - KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pinak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

M. Drs. LUTFI MUJAHIDIN,M.Si
NIP. 197108051991011001 NIP. 197108061991011001



SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DPA TA-2024

Sasaran Program dan  |Indikator Kinerja (Program o, |
tuan Target
No|  kegisan k S ixagtan) | T | WP
1 | 2 | 3 '| 4 s o
\ asaran Program : ‘ \ |
:I:n:::::'llnﬂfr:cana akupan Koordinasi \
nanganan Bencana Parse 100
1 \Kehaknran GRaNaTan n | 0
" |Gasaran Kegiatan : ersentase Jumlah Dokumen ’
erserlaksananya asil Pelaksanaan =
~ %?envelmggaraan pemetaan  Penyelenggaraan Pemetaan Persen 1
|Hawan Bencana Kebakaran awan Bencana Kebakaran
.> ISasaran Kegiatan : reantase Jumiah Laporan | | |
Terlaksananya Pembinaan dan binaan dan Pengawasan
~ ngawasan Pencegahan, Fenr:egahan. Penanggulangan, Persen 100
Penangaulangan, enyelamatan Kebakaran dan |
enyelamatan Kebakaran dan [Penyelamatan Non Kebakaran l
Penyelamatan Non Kebakaran | _
BELANIA _]
KODE ‘ URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM [ ANGGARAN
| KEGIATAN
1 RUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 1.968.711.920
1= PERLINDUNGAN MASY ARAKAT
OGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
1.05.04 NYELAMATAN KEBAKARAN DAN 1.968.711.920
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Penyelenggaraan Pemeta an R
105.04.1.01 e an Rawan Bencans 1.813.214.920
r;.re'renggaraan Keria Sama dan Koordinasi Antar Daerah |
1.05.04.1.01.0004 ' atasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam
IFenmgahan. Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 80.982.480
I dan Penyelamatan Non Kebakaran
1.05.04.1.01.0006 tandarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
enanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 2.372.000
tandarisasi Sarana dan Prasarana Pencarlan dan
1.05.04.1.01.0007 Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayaka
. i Yaxan 3.480.000
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan -
1.05.04.1.01.0009  Penyelamatan Kebakaran dan Pgnvelamatan D?gn s 47,000,000
Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota 2
05041010012  Fenvajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta
Penyelamatan o 14.500.000
1.05.04.1.01.0013 Pelatihan Keluarga Tan Bencana R
i ggap : a Rumah Tangga 51.840.000
| 05.04.1.01.0016 Pernbi_naan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan
fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran 9.600.000
1.05.04.1.01,0017 Pemutakniran Rencana Induk Sistem Pe lanc
Kebakaran dan Penyelamatan i i 50.000.000




1.05.04.1.01.0019

Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta
Rawan Kebakaran

I
2.372.000

1.05.04.1.01.0021

1.05.04.1.01.0022

Peningkatan Kompetensi Teknls Aparatur Pemadam
 Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

11.246.000

Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta
Rawan Kebakaran

3.480.000

11.05.04.1.01.0023

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebhakaran dan
Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

1.05.04.1.01.0024

791.905.440

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada
Pamangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran

210.700.000

1.05.04.1.01.0025

enyelenggaraan Sistem Intormasi dan Pelaporan
balkaran dan Penyelamatan Secara Terinbegras

1.05.04.1.01.0026

100.000.000

lPengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasl

28.737.000

1.05.01.1.01.0027

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

365.000.000

1.05.04.1.02

embinaan dan Pengawasan Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

155.497.000

1.05.04.1.02.0002

1.05.04.1.02.0004

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

mbinaan Penyelenggaraan Pencegahan,
nanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

rengawasan Penyelenggaraan Pencegahan,

70.000.000

85.497.000

Serang, 10 Januari 2024

Pinak Kedua, ak Pertama,
1.5.S0s. FI MUJA
NIP. 197108051991011001

NIP. 197108061991011001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - IPAN MOCHAMAD IMRON.A, SH.M.Si

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Massaputro Delly Tri Pamungkas, 5.So0s.M.Si
Jabatan  SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,

NIP. 19740$041993021001
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- —

|_ ' Sasaran Kegiatan dan Sub

|Indikatnr Kinerja (Kegiatan dan

Dipelihara

. Kegiatan Sub Kegiatan) Satuan | Target
1 2 3 4 ] =
Tersedianya Laporan Keuangan Dumizh Laparan Keuangan '
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran  [Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi KPD dan Laporan Keordinasi Corai 18
Penyusunan Laporan Keuangan myusunan Laporan Keuangan po
Bulanan/Triwulanan/Semesteran  [Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
umiah Dokumen Pelaporan dan
TEI'E.H."HWH D“"?“”'E“ Pela_poran dan alisis Prognosis Realisasl Dokumen %
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran —
i . Persentase Ketercapaian |
3 :{:rlaﬁanqnﬁnm:;:hm ministrasi Kepegawaian Persen 100
pegawaian Ua rangkat Daerah |
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta  Jumiah Paket Pakaian Dinas Beserta Paket 6
Atribut Kelenglkapan tribut Kelengkapan |
Terlaksananya Pendidikan dan urnlah Pegawai Berdasarkan Tugas
Pelztihan Peaawal Berdasarkan Tuga (dan Fungsi yang Mengikuti Orang 100
dan Fungsi ndidikan dan Pelatinan
i : Persentase Ketercapaian
erdaksananya Administrasi i e 5
4 mum Perangkat Daerah .g::::rh'adl Umum Perangkat Persen 100
Tersedianya Peralatan Rumah Tumiah Paket Peralatan Rumah Paket 1
[Tangga Tangga yang Disediakan
ersedlanya Barang Cetakan dan  Jumlah Paket Barang Cetak dan Paket 1
nggandaan Penggandaan yang Disadiakan :
I'FEfiak.';anan\fa Penyelenggarsan  pumlah Laporan Penyelenggaraan
F:apat Koordinasi dan Konsuitasi Rapat Koordinasl dan Konsuitast Laparan 12
SKPD
Ter'laksananva Dukungan Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan  [Sistem Pemerintahan Berbasis Dokumen 12
Berbasis Elekironik pada SKPD Flektronik pada SKPD
Persantase Ketercapaian
Pengadaan Barang Milik Daerah amn;:su 1“:'#'tﬂ""-'ﬂl:::'a"‘
enunjang Urusan Pemerintah [Pengadaan Barang Millk Daerahy
5 Daerah nunjang Urusan Pemerintah " 100
rah
Tersedianya Peralatan dan Mesin  [Jumiah unit Peralatan dan Mesin Uniit 58
Lainnya jainnya yang Disediakan
Persentase Ketercapaian ersentase Ketercapaian
6 |Laporan Jasa Penunjang Urusan Laporan Jasa Penunjang Urusan, Persen 100
pemerintahan Daerah erintahan Daerah
umlah Laporan Penyediaan Jasa
Teﬁamra Jase pelananan L elafanan Umum Kantor yang Laporan 4
r<a iscdiakan
Persentase Ketercapaian Persentase Ketercapaian
2 poran Pemeliharaan Barang |Laporan Pemeliharaan Barang Pe 100
Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan o
Il merintahan Daerah amerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Pemelinaraan, Fumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Unit 60
Kendaraan Perorangan DInasatau  [Jsbatan yang Dipelihara dan Ix
Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya 3
Terlaksanamya Pemelinaraan urmilah Peralatan dan Mesin Lainnya Uriit
Peralatan dan Mesin Lainnya 100




BELANIA

| URUSAN /| BIDANG URUSAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB

KODE ANGGARAN
KEGIATAM
1 RUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 PROGRAM PENUMIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ROVINSI
1.05.01.1.01 rencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Kinerja Peranghat

1.0%.01.1.01,0001

rah

ﬁﬂnﬁuﬁurﬁﬂn Dokumen Perencanaan Peranghkat Daerah

| 1.05.01.1.01.0002

koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

I 1.05.01.1.01.0002

Koordinasl dan Penyusunan Dokumen Ferube:har'- FHKA-SKEFD

1.05.01.1.01.0004

_‘r".nDl'dIhi!ﬂ dan Penyusunan DPA-SKPD

1.06.01.1.0L.0005

¥oordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.05.01.1.01.0006

Moardinasi dan Penyesunan Laporan Capaian Kinerja dan Tihtisar
Realizast Kinerja SKPD

1.05.01.1.01.0007

}Ewluasl Kinzija Perangkst Daerah

1.05.01,1.02

Administrasi Kevangan Perangkat Daerah

1.05.011.1.02.0001
1.05.04.1.02.0002

ryediaan Ga)l dan Tonjangan ASN (Satuan Polisi Pamona Praja)
ryediaan Administras! Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan Polisi Pamong Fraja)

1.05,01.1.02.0003

Llﬁztaksanaan Penatausahaan dan Pengufian)Verifikask Keuangan SKFD

1.05.01.1.02.0004

1.05,01.1.02.0005

t::naﬁ dan Petgksanaan Akuntanst SKPD (Saluan Poiisi Parmong Praga)
|

nasl dan Penyusunan Laporan Ketiangan Akhir Tahun SKPD

1.05.01.1.02.0006

Pengelolaan dan Penylapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan Polisi Pamang
Praje)

1.05.01.1.02.0007

Koordinasi dan penyisunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwualanan/Semesteran
SKPD (Satuan Polisi pamong Preja)

1.05.01.1.02.0003

Penyusurian Pelaporan dar Analisls Prognosis: Realisas) Anggaran( Satusn Polst
Pamong Praja

1.05.01,1.05

\Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

L0501 050002
1,05.01.1.05.0009

[Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelenglapanriya

Pendidikan dan Pelatinen Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsl

1.05.01.1.06

Administrasi Umum Perangkat Dacrah

| 1.05.01.1.06.0003

Paryedisan Peralatan Rumah Tangga

1.05.01.1.06.0005

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandﬁan

J..BS.I:II.I.HE.DEI]E’:__

Penyslengaaraan Hapat Koordinasi dan Konsultasl SKPD

1.05.01.1.06.0011

Dukungan Pelaksanaan Sistermn Pamerintahan Barbasis Elskinonik pada SKPD

1.05.01.1.07 ngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
serah .

1.05.01.1.07.0006 Pongadsan Peralatan dan Mesin | ainnya

1.05.01.1.08

FPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.05.01.1.08.0004

Panyadiaan lasa Pelayanan Umum Kantor

1.05.01.1.09

meliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peamerintahan
erah

1.05.00.1.02.0002

yadiaan Jasa Pemeliharaan, Bleya Perdiharoan, Pajak dan Perzinan Kendaraan
nas Operasional stau Lapangan (Satuan Polisl Pamong Praja)

1.05.01.1.09.0006

Femeﬂhuraan Peratatan dan Mesin Lainnya (Satuan Polisi Pamong Praja)

NIP. 197406041993021001

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

HIP.lB?ﬂD’BI 2001121004







PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, vang bertanda tangan di bawah ini ¢

Nama : DADAN RUKANDAR, SE.MM

Jabatan : ANALIS PERENCANA AHLI MUDA PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASSAPUTRO DELLY TP,S.S0s.M.Si
Jabatan . SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PPROVINSI
BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,
DADAN RUKANDAR,SE.MM

NIP. 196907101999011001



SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DPA TA-2024
, Indikator Kinerja
No | Sasaran Eﬂgiatan dén Sub (Kegiatan dan Sub Satuan |Target
egiatan
| Kegiatan)
1 | 2 3 4 5
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Persentase Tersususnnya
Penganggaran, dan Dokumen Perencanaan,
1 Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran dan Persen 100
g‘;mh |Evaluaﬁi Kinerja
|I="a|!ramglt£|l: Daerah
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen !
Perencanaan Perangkat !Perencanaan Perangkat Dokumen 4
Daerah Daerah |
Tersedianya Dokumenn RKA- Jumlah Dokumen RKA-SKPD =
SKPD dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Koordinasi Seliiinen i
Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen RKA-
Dokumen RKA-SKPD EZF{D
Tersedianya Dokumen Jumiah Dokumen Perubahan
Perubahan RKA-SKPD dan dan Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dokumen 1
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-  Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Koordinasi Biakiiian {
Koordinasl Penyusu an Penyusunan DPA-SKPD
. |Dokumen DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan DPA-SKPD dan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Dokumen 1
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Perubahan DPA-SKPD _ o
Tersedianya Laporan Capaian Jumlah laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi |Kinerja realisasi kinerja SKPD
Kinerja SKPD dan Laporan dan laporan Hasil koordinasi Laporan 12
Hasil Koordinasi Penyusunan [penyusunan capaian kinerja e
Laporan Capaian Kinerja dan  dan ikhtisar realisasi kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD _
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumiah laporan Evaluasi T— ;
~ [Perangkat Daerah [Kinerja Perangkat daerah -
Terlaksananya Persentase Ketercapaian
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan
2 perangkat Daerah Perangkat Daerah Persen 100

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumiah Orang yang menerima
Faji dan Tunjangan ASN

Orang/Bulan| 87

|
|




——

Sasaran Kegiatan dan Sub

Indikator Kinerja

|dan Laporan Hasil Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun

Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

No (Kegiatan dan Sub Satuan | Target
B Kegiatan - I{egial;arl}
S i RS s _4 1 &
= ersedianya Administrasi .Jumlah dnkumen_ I-_Iasil _ Dokumen 12
laksanaan Tugas ASN IFtenyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
erlaksananya Penatausahaan Jumiah Dokumen Dokumen 12
an Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan
uangan SKPD (Satuan Polisi pengujian/Verifikasi Keuangan
[Pamong Praja) SKPD
erlaksananya Koordinasi dan [Jumlah dokumen Hasil | Dakumen | 12 |
laksznaan Akuntansi SKPD [Koordinasi dan Pelaksanaan
Satuan Polisi Pamong Praja) |Akuntansi SKPD
h‘erﬁedianva Laporan Jumlah Laporan Keuangan Lapaoran 1
Keuangan Akhir Tahun SKPD  Akhir Tahun SKPD dan

Tersedianya Dokumen Bahan

Tanggapan Pemeriksaaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Tersedianya Laporan
Keuangan Bulanan/
[FﬁwulananfSemes.teran SKPD
dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD

Jumiah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan,/Semester
an SKPD

Tersedia-nya Dokumen
Pelaporan dan Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran

|

Dokumen 1

Laporan 18

Jumlah Dokumen Pelaporan

dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

BELANJA

Dokumen 1

KODE ‘UHUSAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

1

ANGGARAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

Lljnusnn PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

1.05

RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1.05.01 ‘PRDGHAH PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN

1.05.01.1.01

DAERAH PROVINSI

Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

1.05.01.1.01.0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.05.01.1.01.0002
1.05.01.1.01.0003

[Feordinas dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.05.01.1.01.0004

Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD

1.05.01.1.01.0005

l_l'itmn;iinasl dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD




1.05.01.1.01.0006

F(unrdin:as] dan

Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar

1.05.01.1.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN (Satuan Palisi Pamang Praja)
1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan Pailsi Parmang

Praja)

1.05.01.1.02.:0003

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veriikas Keuangan SKPD

1.05.01.1.02.000

1.05.01.1.02.0005

Koordinas| dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan Polls: Famong Praja)

Kﬁnad;n Panyusunan Laporan Keuangan_ AkRIF Tahun SKPD

1.05.01.1.02.0006

Pengeialaan dan
Parmong Praja)

Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan Palisi

1.05.01.1.02.0007

inasi dan
Eﬁuanganfﬂulaha
afa)

Usuran Laporan
niwulanan/Semesteran SKPD (Satuan Pojlst pamong

1.05.01.1.02.0008

Enymrm Pela

lisi Famong Praja

poran dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran{ Satuan

NIP. 197

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,

oo,

DAN R D E.M
NIP. 196907101999011001






PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama . INDAH PUSPARANILS.STP

Jabatan . KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA SATUAN POLISTI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : PAUNDRA BAYYU AJIE,AP.M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapalan @rget
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NDRA BA E, AP.M.Si
NIP.197609231994121001 NIP, 198408122002122001

LS.STP



SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DPATA-2024
Indikator Kinerja
no | Sasaran :z::::: ann S (Kegiatan dan Sub Satuan | Target
. sl i Kegiatan) :
W [T gy z 3 1 5
Terlaksananya Penanganan |[Rasio Ketercapaian [ -
ngguan Ketenteraman dan Penanganan Gangguan
etertiban Umum Lintas teraman dan
erah Kabupaten/Kota ban Umum Lintas
1 lMalam 1 (Satu) Daerah aerah Kabupaten/Kota Fevaen 100
insi alam 1 (Satu) Daerah
vinsi
Tersedianya Dokumen Hasll umlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerja Sama Antar  Pelaksanaan Kerja sama o — 1
Lembaga dan Kemitraan dalam  lLembaga dan Kemitraan
Telknik Pencegahan Kejahatan  dalam Pencegahan Kejahatan
Fer'sedian',ra Dokumen SOP Jumiah Dokumen SOP
Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dan
!KEtenteraman Masyarakat Ketenteraman Masyaralat Dokumen 1
yang Telah dibuat dan
Dimutahirkan
Tersedianya Sarana dan Prasaranalumiah Sarana dan Prasarana
tenteraman, Ketertiban Umum F:etenteraman, Ketertiban Unit 3
dan Periindungan Masyarakt Umum dan Perlindungan | i
F ‘Mawarakat yang Tersedia |
ersedianya Dokumen Hasil umiah Dokumen Hasil
laksanaan Koordinasi laksanaan Koordinasi
nyelenggaraan Ketenteraman, Penyelenggaraan
etertiban Umum dan teraman, Ketertiban Dakumen 12
rlindungan Masyarakat Tingkat Umum dan Perlindungan
rovinsi ) syarakat Tingkat Provinsi
[Ea*sedianya Pelayanan Dasar Jumiah Laporan Pemberian
epada Warga Negara yang Pelayanan Dasar Kepada e ] 12
erkena Dampak Penegakan Warga yang Berdampak P9
Perda Perkada Penegakan Perda dan Perkada
erlaksananya Pencegahan Jumizh Laporam Gangguan
angguan Ketenteraman, Ketenteraman, Ketertiban
[Ketertiban Umum dan JUmum dan Perlindungan
Perlindungan Masyarakat Melalui Masyarakat Malalui Detcksi
Deteksi Dini dan cegah Dini,  Dini dan cegah Dini, it i 8%
!pamhinaan dan Penyuluhan, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroll, Pengamanan, Patroli, Pengamanan dan
dan Pengawalan Pengawalan
Terlaksananya Penindakan Atas  Pumlah Laporan Gangguan
ngguan Ketenteraman, Ketentaraman , Ketertiban
rtiban Umum dan mum dan perlinudngan
Perlindungan Masyarakat asyarakat Berdasarkan Perda
erdasarkan Perda dan Perkada dan Perkada Melalui Laporan 12
alui Penertiban dan nertiban dan Penanganan
nganganan Unjuk Rasa dan njuk Rasa dan Kerusuhan
erusuhan Massa assa yang Dilakukan

indakan




BELANJIA

' KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

| URUSAN  PEMERINTAHAN _ WAJIB  YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.05

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.02

| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

1.05.02.1.01

Penganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

1.05.02.1.01.0006

Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam teknik
Pencegahan Kejahatan

1.05.02.1.01.0008

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat

1.05.02.1.01.0013

1.05.02.1.01.0014

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman,Ketertiban Umum dan
| Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

1.05.02.1.01.0015

Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Peregakan
Feraturan Deerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.05.02.1.01.0017

Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,

Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patreli, Pengamanan
dan Pengawalan

1.05.02.1.01.0019

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Kelertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda
dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penaganan Unjuk
Rasa dan Kerusuhan Massa

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

_________

PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si INDAH P ARANI.S.STP

NIP.197609231994121001

NIP. 198408122002122001






Faew

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. LALAN SUHERLAN

Jabatan : KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PADA SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si Drs. LALAN SUHERLAN
NIP.197609231994121001 NIP, 196902102001121002




KETERTIBAN UMUM

DAN\

SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DPA TA-2024
| X Indikator Kinerja
No SRR i:g::t;: dan Sub (Kegiatan dan Sub Satuan Target
Kegiatan) S
1 2 3 4 5
Ll'erlaksananya io Ketercapaian
enanganan Gangguan nanganan Gangguan
nteraman dan Ketenteraman dan
etertiban Umum Lintas Ketertiban Umum Lintas T P
aerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah lam 1 (Satu) Daerah
Provinsi insi
Meningkatriya Kapasitas SDM Emlah SOM Satuan
Catuan Perfindungan Hindungan Masyarakat
LES‘HEFE{GE ng Ditingkatkan Orang 480
Kapasitasnya
|
" Terbentuknya Tim Penilai umilah Dokumen SK
ka Kredit dan Sekertariat bentukan TIm Penilai
Pengelolaan Jabatan _ ngka Kredit dan Sekertariat ki 4
\.I;ungsinna! Pol PP yeng di gelolaan Jabatan
etapkan dengan SK Kepala [Fungsional Pol PP
bae«ah |
erbentuknya Satgas Linmas Jumilah Dokumen SK
itingkat Provinsi dalam Pembentukan Satgas Linmas
nyelenggaraan Linmas itingkat Provinsi dalam Dokumen 1
Melalui SK Gubernur enyelenggaraan Linmas
elalui SK Gubernur
Tersedianya Laporan yang umlah Laporan yang Memuat
emuat Hasil Pemberdayaan Hasll Pemberdayaan Laporan
erlindungan Masyarakat Perlindungan Masyarakat
alam ranoka Ketenteraman dalam Rangka Ketenteraman 17
an Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum
Terlaksananya Peningkatan  PJumlah Aparatur Satpol PP
Kapasitas SDM Satuan Polisi  yang Mengikuti Pelatihan
Pamong Praja melalui teknis Satuan Palisi Pamong
Pelatihan Teknis termasuk Praja Orang 150
lam Pelaksanaan Tugas
ang Bernuansa Hak Asasi
Manusia |
BELANJA
[ KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /| ANGGARAN
! KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB  YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
| 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN




| 1.05.02.1.01

Penganan Ganogguan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
{satu) Daerah Provinsi

F‘Eﬁlngkﬂtﬂl‘l I{apaﬁltEE SDI'I EEEWB 1 FE‘ |Ir'|dl.|l ga“
: " E g Mdbﬁrdldkﬂl

Pembentukan Tim Penilal Angla Kredit dan Sckertariat
1.05.02.2.01 {011 Pengelolaan Tabatan Fungsional Pal PP

1.05.02.1.01.0012 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provins!

Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam Rangka
1.05.02.1.01.0016 Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Melalui

1.05.02,1.01.0018 pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang
berniansa Hak Asasl Manusia n

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si Drs. LALAN SUHERLAN

NIP.197609231994121001 NIP. 196902102001121002






PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ROHMAWATI, S.Ag, M.Si

Jabatan : KEPALA SEKSI PENANGANAN PELANGGARAN PADA SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA epala Seksi Penanganan
Pelanggaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP.MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANGA-UNDANGAN
DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjaniji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerda dari perianjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januarl 2024
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Plert

HIDAYATULLAH, S.STP.MM ROHMAWATL, S.Aqg.M.Si
\19770607199121001 NIP. 197306132001122003




SATUAN KERJA :

1.05.02.1,02.0005
Peraturan Gubernur

Penyelidikan terhadap Dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan

1.05.02.1.02.0007

Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Paraturan Daerah

1.05.02.1.02.000%

Daerah

Pemberkasan Administras| Penyidikan oleh PPNS Penegka Peraturan

Pihak Kedua,

z19770607199121001

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pt

ATL, S.A

HIP. 19730 613 1001121003

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DPA TA-2024
Indikator Kinerja
No Susacan giatan danSub (Kegiatan dan Sub Satuan | Target
giatan .
. Kegiatan) |
= sl e D D e J ] - 5
Rasio Ketercapaian
Terlaksananya Penegakan | Penegakan Daerah |
1 | Peraturan Daerah Provinsi | Provinsi dan Peraturan Persen 100
dan Peraturan Gubernur Gubermnur
| Terlaksananya Penanganan Jumiah Laporan Hasil ]
atas Pelanagaran Peraturan Pelaksanaan Penanganan
Daerah dan Peraturan atas Pelanggaran Peraturan Laporan 2
Gubernur sesuai SOP Daerah dan Peraturan
: . _ _| Gubernur Sesual SOP
Terlaksananya Penyelidikan Jumiah Laporan Hasil T
atas Dugaan Pelanggatan Penyelidikan atas Dugaan
Peraturan Daerah dan Pelanggaran Peraturan Laporan 12
Peraturan Gubernur Daerah dan Peraturan
e Gubernur
| Terlaksana Sidang atas | Jumlah Perkara yang Dapat
| Pelanggaran Peraturan Daerah | Disidangkan Laporan 1
' Terlaksananya Pemberkasan Jumilah Dokumen I
hasil Penyelidikan oleh PPNS Pemberkasan Hasil
Penegak Perda Penyelidikan atas Dokumen X
Pelanggaran Perda
BELANJA
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / ANGGARAN
KEGIATAN |
I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN '
[DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
: MASYARAKAT
1.05.02 ‘le:;m PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBANUMUM
1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1.05.02.1.02.0003  Penanganan atas Pelanggaran Peraluran Daerah dan Peraturan Gubernur



JIERCIEER I LY
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekff, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Narma : IRLAN PAUJI, SH.M.AP

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE SYARIEF HIDAYATULLAH,S.STP.MM

Jabatan . KEPALA BIDANGAN PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berianji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjlan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

: IRLAN PAUJL SH..M.AP
.19770607199121001 NIP. 198307242008121002



SATUAN KERJA :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DPA TA-2024

1.05.02.1.02.000
1.05.02.1.02.0002
1.05.02.1.02.0006
1.05.02.1.02.0008

Pihak Kedua,

IP.19770607199121001

Gubernur
Soslalisas] Peoegakan Peraturan Daemah dan Peraturan Gubernur

Pangawasan Atas Kepatuhan Ternadap Pelaksanaan Peraturan Daerzh den
Peraturan Gubernur

Peryusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Pembinazn dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubermor

. Sasaran Kegiatan dan Sub Indikator Kinerja (Kegiatan
s Kegiatan dan Sub Kegiatan) SAian Target
1| 2z o =N 4 5
i Rasio Ketercapaian |
Terlaksananya Penegakan Penegakan Daerah Provinsi .
1 | Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubemur Pargan 100
dan Peraturan Gubermnur
Terlzksananya Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil '
Penegakan Peraturan Daerah dan | Pelaksanaan Sosialisasi
Peraturan Gubernur Penegakan Peraturan Dacrah Laporan 3
dan Peraturan Gubernur
Terlaksananya Fengawasan yang | Jumiah Laporan Hasll
dilakukan atas Kepatuhan Pelaksanaan Pengawasan yang
terhadao Pelaksanaan Peraturan  dilakukan atas Kepatuhan Laporan 8
Daerah dan Peraturan Gubermur terhadap Pelaksanaan Peraluran
— | Daerah dan Peraturan Gubermiur ]
Terlaksananya Penanganan atas | Jumiah Laporan Hasil
Pelanggaran Peraturan Daerah Pelaksanaan Penanganan atas
| dan Peraturan Gubernur sesugl | Pelanggaran Peraturan Daerdh Laporan Z
50p dan Peraturan Gubemur Sesuai
I ... S
Terlaksananya Pembinaan dan | Jumiah Laporan Hasil Pembinaan
Penyuluhan pada Pelanggar dan Penyuluhan atas Pelanggar
Peraturan Daerzh dan Peraturan | Peraturan Daerah dan Peraturan Laporan !
Gubernur Gubemur
BELANJA
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / ANGGARAN
SUB KEGIATAN
% URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAM DAN
‘ KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMLIM
1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,

IRLAN PAUII, SH. M.AP
NIP. 198307242008121002






PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vyang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AMRI ALAM,S.STP

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER
PPNS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama 1 KUSTANTINA, ST.M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PPNS PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pinak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawah kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januar 2024

Pihak Kedua,

[rta

KUSTANTINA, ST.M.Si a ;
NIP.197208311998032006 HIF. 198§ ﬂf‘lﬂﬁlﬂlﬂlﬂlﬂﬂl




SATUAN KERJA :

KEGIATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DPA TA-2024

Indikator Kinerja
No Sasaran :21:2: dan Sub (Kegiatan dan Sub Satuan Target
W Kegiatan)
oy e 2 T e s VlSeTaee ek~
Terlaksananya Persentase Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Persen 100
Pembinaan Penyidik Pembinaan Penyidik
1  pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Provinsi (PPNS) Provinsi
| Terlaksananya | Jumiah Laporan Hasil | ==
Pengembangan dan Pelaksanaan Peningkatan
Peningkatan Kapasitas Kapasitas Pejabat PPNS
Pejabat PPNS dalam | dalam Mendukung
Mendukung Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Laporan 3
Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dan
Ketanteraman Masyarakat Ketenteraman Masyarakat
serta Penegakan Perda serta Penegakan Perda
Tersedianya Anggaran Diklat  Jumlah Aparatur yang — I
PPNS Penegak Peraturan Mengikuti Diklat PPNS Laporan {
Daerah Penegak Peraturan Daerah
BELANJA KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /[ ANGGARAN

1

1.05

1.05.02
1.05.02.1.03

1.05.02.1.03.0001

1.05.02.1.03.0006

NIP. 197208311998032006

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN
MASYARAKAT

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBANUMUM

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS {Satuan Polisi
Pamang Praja)

Pemberitukan PPNS Penegak Peraturan Daerah

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

2y

-_—

Pihak Pertama,

NIP. 19 : 90305201010 1002







PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SAYYID WICAKSONO,SH, M.Si

Jabatan : KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSTANTINA, ST.M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PPNS PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuaj lampiran
perjanjian Inl, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

gt

-

KUSTANTINA, ST.M.Si
NIP.197208311998032006




SATUAN KERJA :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No

Sasaran Kegiatan dan Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja |
(Kegiatan dan Sub Satuan

| Terbentuknya Sekretariat

PPNS

b4

[ Terlaksananya
Penyelenggaraan
Pembinaan Penyidik
1 | Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Provinsi

 Tersedianya Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerjasama Antar
Lembaga dan Kemitraan

| dalam Pelaksanaan | Kemitraan dalam

Kegiatan)
3

' Persentase Lélpumn
Penyelenggaraan
Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Provinsi

P

Persen

DPA TA-2024

Target

100

Surat Keputusan Kepala
Daerzh tentang
Pembentukan Sekretariat
PPNS

Dokumen

Jumiah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerjasama
Antar Lembaga dan

Dokumen

Penegakan Peraturan Daerah | Pelaksanaan Penegakan

Teriaksananya Tugas dan
Fungsi Sekretariat PPNS
dalam Pelaksanaan

Penegakan Peraturen Daerah

| 2raturan Daerah

Kinerja Sekretariat PPNS Laporan

'BELANJA
KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM J
KEGIATAN

1.05

ANGGARAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.02

RAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
ERTIEANUMUM

1.05.02.1.03

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

1.05.02.1.03.0003

Pembentukan Sekretariat PPNS

1.05.02.1.03.0004

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan
Feraturan Daerah

1.05.02.1.03.0005%5

Dukungan Operasional Sekratariat FPNS

KUSTANTINA, ST.M.SI
NIP.197208311998032006

Pihak Kedua,

—

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,







PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INU SASONGKO, SE.M.5i

Jabatan : KEPALA SEKSI PENYELNGGARAAN PEMETAAN RAWAN
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. LUTFI MUJAHIDIN.M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja darl perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pgrtama,

Drs. LUTFI MUJAHIDIN,M.Si
NIP. 197108061991011001

ASONGKO,SE.M.Si
P. 197503262009021001



SATUAN KERJA ; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DPA TA-2024

Sasaran Kegiatan dan Sub Indikator Kinerja (Kegiatan
o Kegiatan o S Kegiatan) et | eraes
1 2 | 7 4 5
Terserlaksananya Persentase Jumliah
nyelenggaraan okumen Hasil
etaan Rawan Bencana Pelaksanaan
1 kebakaran Penyelenggaraan Persen 100
Pemetaan
wan Bencana Kebakaran
umlah Dokumen Hasil
Tersedianya Dokumen Hasl| mioimabimmty I‘-‘mvetenggar.aa L,
Kerja Sama dan Koordinasi
Penyelenggaraan Kerja Sama
. r Wilayah Kabupaten/ Koka|
an Koordinasi Antar Daerah alam Penceaahan
rbatasan, antar Lembaga, o d Dokumen -
n Kemitraan dalam Gangauiangan Kepakaran
an Penyelamatan
encegahan, penanggulangan,
yelamatan Kebakaran dan
n Kebakaran
Tersedianya Dokumen secara Jumlah Dokumen Periodik
Periodik Penyelenggaraan Penyelenggaraan Standarisasi
tandarisasi Sarana dan rana dan Prasarana
Prasarana Pencegahan, Pencegahan, Penangogulangan | Dokurnen 1
nanggulangan Kebakaran  Kebakaran dan Alat Pelindung
an Alat Pelindung Diri Secara Diri Secara Berkala sah dan
erkala sah dan Legal Legal
ersedianya Dokumen Secara Jumlah Dokumen Secara
Eeﬂndlk Penyelenggaraan Periodik Penyelenggaraan
tandarisasi Sarana dan ndarisasi Sarana dan
Prasarana Pencarian dan rasarana Pencarian dan Dokumen 1
Pertolongan terhadap Kondisi |F'efm1::rngan terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia atau |Membahavakan Manusia atau
Penyelamatan dan Evakuasi |Penvelamatan dan Evakuasi
erlaksananya Bimbingan umilah Aparatur Kebakaran
knis terkalt Pencegahan, ng mengikuti Bimbingan
nanggulangan, knis Pencegahan,
yelamatan Kebakaran dan enanggulangan, Penyslamatan Orang 50
Penyelamatan Non Kebakaran |Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota [Non Kebakaran Provinsi dan
bupaten/Kota ,
|
Tersedianya Dokumen yang  Jumlah Dokumen yang
Memuat data Kejadian dan emuat Data Kejadian dan
Dampak Kebakaran Serta Dampak Kebakaran Serta
elamatan yang Penyelamatan yang Dokumen L
erintegrasi dan Valid ‘Terintegrasi dan Valid




S —

No | Sasaran Kegiatan dan Sub Indikator Kinerja (Haglata-;r

Kegiatan dan Sub Kegiatan) i NI
1 2 £ 4 5
Terlaksananya Perlatihan Jumiah Keluarga yang
Keluarga Tanggap Bencana  [Mengikuti Pelatihan Keluarga
Rumah Tangga Tanggap Bencana Rumah Qrang o
Tangga
Terlaksananya Pembinaan dan Jumiah Laporan Pembinaan
pengawasan Penyelenggaraan dan pengawasan
Jabtan Fungsional Pemadam  Penyelenggaraan Jabtan
E:ehakaran dan Analisis Fungsional Pemadam baporan !
ebakaran Kebakaran dan Analisis
Kebakaran
Tersedianya Dokumen rencana Jumlah Dokumen Rencana -
’Induk Sistem Penanggulangan [Induk Sistem Penanggulangan Dokumen 4
Kebzkaran dan Penyelamatan [Kebakaran dan Penyelamatan
yang Sah dan legal
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Informasi
Pemuktahiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota)
Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta B ;
Rawan Kebakaran dan Peta  |Rawan kebakaran yang Sah
Rawan kebakaran yang Sah  dan Legal f
dan Legal
Terlaksananya Kompetensi  Jumiah Laporan Hasil
teknis Aparatur Pemadam Peningkatan Kompetensi teknis
ebakaran dan Penyelamatan Lparamr Pemadam Kebakaran | Laporan 1
insi dan Kabupaten/Kota |dan Penyelamatan Pravinsi dan
Kabupaten/Kota
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Informasi
nformasi Daerah Daerah (Kabupaten/Kota)
Kabupaten/Kata) Rawan Rawan Kebakaran dan Peta Dokumen 1
Kebakaran dan Petza Rawan  [Rawan kebakaran yang Sah
kebakaran yang Sah dan Legal dan Legal
erlaksananya Pembinaan Jumlah Laporan Hasil
paratur pemadam Kebakaran pembinaan Aparatur Pemadam la g
En Penyelamatan Provinsi danKebakaran dan Penyelamatan Hean
bupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Soslalisasi dan Jumlah Daokumen Hasil
Komunikasi, Informasi dan Pelaksanaan Sosiallsasi an
Edukasi Kepada Pemangku munikasi, Informasi dan
Kepentingan dan Masyarakat Edukasi Kepada Pemangku
terkait Pencegahan, Kepentingan dan Masyaraket | o 1
penanggulangan, rkait Pencegahan,

Penyelamatan Kebakaran dan penanggulangan,

Penyelamatan Non Kebakaran Penyelamatan Kebakaran dan

melalui Media Sosisal, Wahana Penyelamatan Mon Kebakaran
ultimedia Lainnya l




1

Sasuran I{eglalan dan Sub 'lndik:ator Kinerja (I{agial:arJ

Kegiatan dan Sub Kegiatan) Satuan; | Target
5 z 3 P 5
Tersedianya Sistam KomunikasiJumiah Kabupaten/Kota yang
dan Informasi Kebakaran dan sistem Komunikasi dan
Penyelamatan (SKIK) yang bisaInformasi Kebakaran dan .
di perbaharui atau Penyelamatan (SKIKP) nya Kab/Kota . '
Dimuktahirkan Secara Berkala, Terintegrasi dengan Provinsi
Berkelanjutan dan Real team
vang dimiliki aleh
Kabupaten/Kota
Tersedianya Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana
Prasarana Pencarian dan untuk Pencarian dan
pertolongan terhadap Kondisi ppertolongan terhadap Kondis|
Membahayakan embahayakan Unit 1
Manusia/penyelamatan dan anusia/penyelamatan dan
evakuasi yang sah dan | egal akuasi
Sesuai Standar Teknis Terkait
|
Tersedianya Sarana dan Jumiah Sarana dan Prasarana
rasarana Pencegahan, yang tersedia untuk
nanggulangan Kebakaran  Pencegahan, Penanggulangan Unit 4
Alat Pelindung Diri yang  Kebakaran dan Alat Pelindung
h dan Legal sesuai Standar  Dirl yang Sah dan Legal sesuai
eknis Terkait Standar teknis Terkait
BELANJA
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / ANGGARAN

| KEGIATAN

RUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
ERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.05

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.04

1.05.04.1.01

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

nggﬂrﬂﬂ Pemetaan Rawan Bencana
akaran

1.05.04.1.01.0004

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah
Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran

1.05.04.1.01.0006

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Dirl

1.05.04.1.01.0007

Standarisasi Sarana dan Prassrana Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

1.05.04.1.01.0009

pfmbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kabakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota

1.05.04.1.01.0012

Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serts
Penyelamatan




1.05.04.1.01.0013 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

1.05.04.1.01.0016 'Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan
i — Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran

Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan
1.05.04.1.01.0017 Kebakaran dan Penyelamatan

'F'emul-akhlran Infarmasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta
1.05.04.1.01.0019 Rawan Kebakaran

1,05.04.1.01.0021 Peningkatan Kompetensl Teknis Aparatur Pemadam
et e Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta
1.05.04.1.01.0022 lRawan kebakaran

| Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan
1.05.0.1.01.0023 'Penvelamaﬁn Provinsi dan Kabupaten/Kota
ﬁuﬂal|sasi Komunikasi, Informasi dan Edukasl kepada
1.05.04.1.01.0024 Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkalt
"N Pencegahan, Penangagulangan, Penyelamatan Kebakaran
‘dan Penyelamatan Non Kebakaran

1 05.04.1.01.0025 Penyelenggaraan 5|5tern Informasi dan Pelapnran

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan
1.05.04.1.01.0026 IPertniungan Terhadap Kondisi Membahayakan
ManusiaIPﬁnfelamataﬂ dan Evakuasi

Pengdl:laan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
st D100 Pﬂnanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

—

Drs. MUJAHIDIN, M.Si

NIP. 197108061991011001 « 197503262009021001






PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah inj :

Nama : IMAN WAHYUDIN.S.Sos

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama i Drs. LUTFI MUJAHIDIN.M.Si

Jabatan . KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian Ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

IM N i
NIP. 197108061991011001 NIP.197609082002121005



SATUAN KERJA: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| No
|

' Kegiatan dan Sub Kegiatan)

DPA TA-2024

Sasaran Kegiatan dan Sub | Indikator Kinerja (Kegiatan

Satuan Target

2 | . 2

Penyelamatan Non Kebakaran Penyelamatan Kebakaran dan

Terlaksananya Pembinaan Persantase Jumiah Laporan
dan Pengawasan Pencegahan, Pembinaan dan Pengawasan
Penanggulangan, encegahan,

Penyelamatan Kebakaran dan enanggulangan,

Penyelamatan Non Kebaka ran]

Persen 100

Penyelenggaraan Pencegahan, Penyelenggaraan Pencegahan,

Terlaksananya pengawasan Jumlah Laporan hasil Pengawasan

penanggulangan, Penyelamatan penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non|Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran Kebakaran

[Kebalkaran il(el:akaran

Laparan 1

erlaksananya Pembinaan umlah Laporan hasil Pembinaan
enyelenggaraan Pencegahan, Penyelenggaraan Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan penanggulangan, Penyelamatan

Kebalkaran dan Penyelamatan NonKebakaran dan Penyelamatan Non

BELANIA

KODE

Laporan 1

| URUSAN / BIDANG URUSAN !/ PROGRAM J
| KEGIATAN

ANGGARAN

4

‘unusnn PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

1.05

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1 Ius 'N

1.05.04.1.02

ENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Ennﬁmn PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
ON KEBAKARAN

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

t’umhinaan dan Pengawasan Pencegahan,
enyelamatan Non Kebakaran

1,05.04.1.02.0002 Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penangguiangan,
. .04.000 |Penyalarnatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1.05.04.1.02.0004 Ii’ernbinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanagulangan,
_ Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

NIP. 197108061991011001

Serang, 10 Januari 2024
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

A IN.M.Si







